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Abstract: Child exploitation is the act of using children to obtain profits for personal needs
without regard to the child's physical and mental condition. This research aims to find out
and understand how law enforcement is against perpetrators of child exploitation, especially
orphanages as one of the child protection institutions that exploit children as beggars
through the TikTok application. The method used in this research is normative juridical.
Data collection techniques are carried out by means of library studies and research on
literature contained in journals, ebooks, and books. The exploitation of children is regulated
in Law Number 35 of 2014, which regulates regulations and sanctions against perpetrators
of child exploitation. The exploitation of children can be carried out by anyone, one of these
perpetrators is an orphanage. Orphanages are child protection institutions, therefore law
enforcement is needed against perpetrators of child exploitation to minimize the exploitation
of children.
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Abstrak: Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak untuk memperoleh
keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa memperdulikan kondisi fisik dan
mental anak. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana
penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak khususnya panti asuhan sebagai salah
satu lembaga perlindungan anak yang mengeskploitasi anak sebagai pengemis melalui
aplikasi TikTok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian literatur
yang terdapat dalam jurnal, ebook, buku. Eksploitasi terhadap anak telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana di dalamnya diatur mengenai peraturan
maupun sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat dilakukan oleh siapa
saja salah satu dari pelaku tersebut ialah panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu
lembaga perlindungan anak maka dari itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku
eksploitasi anak untuk meminimalisir eksploitasi terhadap anak.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi, Panti Asuhan, UU No. 35 Tahun 2014.
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PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda memiliki peranan penting dalam meneruskan cita-cita
dan perjuangan bangsa sehingga anak memerlukan perlindungan untuk menjamin
pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosialnya agar terpenuhi hak-haknya. Hak-hak
anak sebagai generasi penerus bangsa harus dapat dinikmati secara utuh dan layak dari sisi
mental, fisik maupun sosial seorang anak dalam melakukan kewajibannya selama belum
memiliki kesanggupan untuk berdiri sendiri. Anak memiliki hak dan kewajiban untuk tumbuh
dengan baik di lingkungan yang baik disertai dengan orang-orang yang mendorongnya untuk
tumbuh dengan baik. Tetapi tidak semua anak memiliki keberuntungan dalam masa
pertumbuhan yang baik. Salah satu contoh yaitu anak yang dititipkan atau ditinggalkan oleh
orang tuanya di panti asuhan sehingga anak tersebut tumbuh tanpa adanya kasih sayang dari
orang tua. Jika dibandingkan anak yang dibesarkan di panti asuhan dengan anak yang
dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya sendiri akan terdapat perbedaan
baik secara materi maupun non-materi dalam masa pertumbuhannya.

Fenomena yang sering terjadi terhadap anak salah satunya adalah ekploitasi.
Eksploitasi anak merupakan tindakan maupun perbuatan dengan cara memanfaatkan anak
sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Di zaman yang semakin canggih ini
eksploitasi terhadap anak dapat dilakukan melalui era digital salah satunya yaitu pada aplikasi
atau sosial media yaitu TikTok. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang menyediakan
wadah bagi setiap orang untuk menyebar luaskan berbagai kreatifias tetapi sering kali hal
tersebut disalahgunakan oleh sekelompok orang salah satu contohnya yaitu melakukan siaran
langsung dengan anak sebagai objek yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat.
Dalam kasus eksploitasi anak, pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut
ialah orang tuanya sendiri karena alasan kebutuhan ekonomi. Selain dari orang tua,
eksploitasi anak juga dapat dilakukan oleh masyarakat maupun panti asuhan sebagai lembaga
yang menampung dan membesarkan anak yatim, yatim piatu, maupun anak yang terlantar.

Eksploitasi terhadap anak di panti asuhan terjadi di Kota Medan, dikutip dari
cnnindonesia.com Dinas Sosial Kota Medan menemukan panti asuhan yang mengeksploitasi
anak melalui siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Kasus ini merupakan salah satu kasus
dari sekian banyak kasus eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi yang dilakukan oleh pihak
panti asuhan tersebut ialah eksploitasi ekonomi yaitu dengan cara mengemis gift di siaran
langsung aplikasi tersebut dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan
pribadi. Hal ini merupakan eksploitasi terhadap anak yang dimana merupakan suatu tindak
pidana karena menurut Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual kepada anak”. Dalam hal tersebut eksploitasi yang dilakukan pihak panti asuhan
terhadap anak tersebut merupakan eksploitasi ekonomi.

Fenomena eksploitasi anak sering terjadi karena kurangnya penegakan hukum dan
aturan yang jelas mengenai perlindungan anak. Meskipun terdapat Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) serta ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlakuan yang tidak
baik terhadap anak yaitu salah satunya ekploitasi masih kerap terjadi dan dialami oleh
sebagian anak yang menjadi korban eksploitasi. Menurut peneliti, pentingnya permasalahan
eksploitasi anak yang terjadi saat ini untuk di teliti karena peraturan mengenai hak
perlindungan anak tidak berjalan semestinya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014.
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METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Penulis
ingin memahami dan mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan yang
Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi Tiktok Di Kota Medan. Sumber
data terhadap penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi
pustaka dan penelitian literatur dengan menggunakan berbagai referensi dari jurnal-jurnal,
catatan harian, ebook, maupun undang undang atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah tentang eksploitasi terhadap anak. Untuk memperoleh hasil dilakukan analisis
dengan cara menjelaskan dan menafsirkan. Dari hasil analisis peneliti dapat menyusun
kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi
anak sebagi pengemis melalui aplikasi TikTok.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Eksploitasi Pada Anak
Eksploitasi anak merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan kekerasan
atas anak yang dipaksa, ditipu, atau diperdagangkan untuk menjalankan kegiatan eksploitatif.
Eksploitasi anak merupakan sikap diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga ataupun
masyarakat yang menunjukkan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia pengertian eksploitasi anak merupakan pemanfaatan untuk
keuntungan sendiri, penghisapan maupun pemerasan atas diri orang lain yang merupakan
tindakan yang tidak benar untuk dilakukan. Terdapat aturan hukum yang mendefinisikan
eksploitasi yaitu dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdangan orang yang berbunyi: “Eksploitasi adalah tindakan
dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk memanfaatkan
tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik
materiil maupun immaterial.”
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, eksploitasi
yang terjadi pada anak terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu:
a. Eksploitasi Fisik
Eksploitasi fisik merupakan suatu tindakan dengan cara menyuruh anak untuk
melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah
umur. Dalam eksploitasi fisik, anak dipaksa untuk bekerja penuh dengan
menggunakan fisiknya. Jika anak tersebut menolak untuk bekerja, pelaku eksploitasi
akan menyiksa dan melukai fisik maupun mental anak tersebut.
b. Eksploitasi Sosial
Eksploitasi sosial merupakan suatu tindakan yang menyebabkan terganggunya kondisi
mental dan emosional anak. Dalam hal ini anak akan mengalami trauma dan sulit
untuk mengendalikan emosinya karena adanya tindakan yang tidak seharusnya
dilakukan kepada anak contohnya pada masa pertumbuhan anak, pelaku melontarkan
kata-kata yang tidak seharusnya di ucapkan terhadap anak sehingga anak tersebut
akan merasakan trauma dan mengganggu kesehatan mental anak.
c. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi seksual merupakan suatu tindakan yang menyebabkan anak terlibat dalam
kegiatan seksual yang mengarah kepada pornografi. Perlakuan tersebut tidak
seharusnya dilakukan terhadap anak.
d. Eksploitasi Ekonomi
Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan dengan cara memperalat anak sebagai suatu
objek untuk mendapatkan keuntungan dengan mengatasnamakan kebutuhan ekonomi.
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Dalam hal ini anak dipekerjakan atau melakukan kegiatan yang memperoleh
keuntungan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan orang tua maupun orang lain yang
merawat anak tersebut.

Eksploitasi anak memberikan dampak yang buruk terhadap korban yang dimana hal
tersebut dapat menyebabkan anak merasa mempunyai harga diri yang rendah, saat anak
mencapai usia dewasa ia akan mengalami masalah yang serius terhadap perkembangan
psikologis, gangguan personality, kesulitan untuk membangun hubungan yang baik dengan
orang lain dan masih banyak dampak-dampak negatif yang timbul akibat dari eksploitasi
anak sehingga diperlukannya perlindungan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sering terjadi.
Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan perampasan hak-hak yang dilakukan oleh pelaku
terhadap korban yaitu anak. Pelaku melakukan hal tersebut demi mendapatkan keuntungan
pribadi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi pelaku. Eksploitasi anak ini biasanya
dilakukan oleh orang tua dari anak itu sendiri maupun orang lain. Orang lain yang dimaksud
dalam pelaku eksploitasi anak salah satunya ialah lembaga kesejahteraan sosial anak atau
dapat disebut panti asuhan. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 kategori hak-hak anak
yaitu salah satunya Hak terhadap perlindungan (protection rights), yang dimana dijelaskan
bahwa anak memiliki hak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan
penelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga salah satu haknya ialah larangan
terhadap eksploitasi anak. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap
anak dari segala bentuk perlakuan yang salah oleh orang tua maupun orang lain.

Negara berkewajiban untuk melindungi anak dari keterlibatan anak dalam pekerjaan
yang mengancam kesehatan, pendidikan, perkembangan anak, perlakuan yang kejam, dan
lain-lain. Eksploitasi pada anak masih sering terjadi terutama pada jenis eksploitasi ekonomi.
Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak wajib untuk diperhatikan. Ukuran untuk
kemajuan dan kesejahteraannya suatu negara ialah penegakan hukum. Penegakan hukum
terhadap eksploitasi anak harus dilaksanakan agar anak mendapatkan perlindungan atas hak-
hak yang seharusnya anak dapatkan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan
Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak. Dalam hal ini, pihak panti asuhan yang melakukan eksploitasi terhadap
anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar undang-undang tersebut
karena panti asuhan merupakan orang tua atau wali dari anak-anak yang bertumbuh di dalam
panti asuhan tersebut.

Mengeksploitasi anak secara langsung maupun melalui internet merupakan salah satu
perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat dalam Pasal 76 1 yang berbunyi “Setiap
orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Jika dilanggar
maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 88 yang mengatakan bahwa “Setiap
orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Peraturan dan sanksi yang terdapat pada pasal 76 | dan Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak merupakan bentuk penegakan hukum
terhadap pelaku eksploitasi anak baik pelaku merupakan orang tua kandung dari anak
tersebut maupun masyarakat lainnya dan lembaga yang mengasuh anak yaitu panti asuhan.
Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku
eksploitasi anak, baik pelaku melakukan eksploitasi secara langsung maupun melalui
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internet (Aplikasi TikTok). Pelaku eksploitasi anak dapat dikenakan pidana penjara dan
denda terhadap tindak pidana eksploitasi anak. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap
eksploitasi anak diperlukannya dukungan dari pihak pemerintah dan kepedulian oleh
mesyarakat sendiri untuk mengawasi, membimbing, serta memberikan sanksi-sanksi yang
tegas terhadap pelaku eksploitasi anak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Kedudukan Panti Asuhan Sebagai Lembaga Perlindungan Anak

Panti asuhan merupakan contoh bentuk kepedulian yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mencegah terjadinya penelantaran anak. Panti asuhan merupakan lembaga yang
bertujuan untuk melindungi anak dan memberikan kesejahteraan dalam perlindungan hak-hak
anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu anak juga
mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi kapan
saja. Anak yang dibesarkan di panti asuhan wajib dilindungi dan di rawat dengan baik
sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
dalam Pasal 34 ayat 1: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Panti asuhan merupakan bagian dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pengasuhan anak. Dalam Peraturan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi
Anak Telantar dalam Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan
dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga
kesejahteraan sosial. Anak yang berada di panti asuhan merupakan anak yatim, piatu,
maupun anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Panti asuhan memiliki peran penting terhadap masa pertumbuhan anak yang
dibesarkan di panti asuhan. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang
Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Bab
IV mengatur tentang standar pelayanan salah satunya yaitu pelayanan berbasis Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak yang mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat
anak, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak,
makanan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi
anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak, aturan, disiplin, dan sanksi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa anak yang dibesarkan di
panti asuhan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang penuh atas hak-haknya
karena panti asuhan berperan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak yang mencakup
sebagai pengganti orang tua.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak
dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak merupakan hal yang sangat penting dalam
konteks keberlangsungan kesejahteraan anak-anak. Eksploitasi anak, baik dalam bentuk fisik,
sosial, seksual, maupun ekonomi, merupakan tindakan yang merampas hak-hak anak dan
dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis serta kesehatan mental anak.
Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014, menjadi landasan yang kuat untuk memberikan sanksi yang tegas, seperti
pidana penjara dan denda, guna melindungi hak-hak anak. Panti asuhan, sebagai lembaga
perlindungan anak, memiliki peran krusial dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi
hak-hak anak yang berada di bawah asuhannya, sehingga tidak terjadi eksploitasi ekonomi
atau bentuk lainnya. Dalam era digital, fenomena eksploitasi anak melalui media sosial
menunjukkan kompleksitas baru dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan anak,
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yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat.
Kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan
yang aman, adil, dan berkeadilan bagi anak-anak, sebagai generasi masa depan yang perlu
dilindungi dan didukung secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan anak dan
penegakan hukum terhadap eksploitasi anak harus menjadi prioritas utama dalam agenda
perlindungan hak anak di Indonesia.
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